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BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT |

"PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG

- RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

: DENGAN_ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'Menir'nbang B

Mengingat

' BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran
peinbangiinan daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- Tahun 2023;"

1 Undang—Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang—Undang Darurat Nomor 3
-;:_‘_I‘ahun' 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara |
- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
~ sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia

_ Nomor 1820);

2. .Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Repiiblik Ih.donesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
.Repulﬁlik'lnd'onesié Nomor 4421); |



C3 'Undang'-'Und:azig Nomor 23 Tahuri 2014 tentang
.__Pemenntahan Daerah (Lembaran _Negara
' _Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor 244,
= Tambahan Lembaran Negaral Repubhk

Indoneswt Nomor 5587) sebagalmana telah -

| d1ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang—

Undang Nomor 11, Tahun 2020 tentang Clpta

Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonema o
L Tahun 2020 Nomor 245, ’I‘ambahan Lembaran
5 Negara Repubhk Indonesm Nomor 657 3)

4. Peraturan Pernenntah Nomor 8 Tahun 2008
'tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
L Pengendahan _ dan : Evaluas1 Peiakéanaan 2
" Rencana Pemenntah Daerah (Lembaran Negara :
Republlk Indone31a Tahun 2008, Nomor 21, '
'_ Tambahan Lembaran Negara | Repubhk

Indonema Nomor 4817)

. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 ,
_ tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
" Republik - Indones1a Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara . Repubhk
Indonema Nornor 5887) sebagalmana telah
_ dlubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemenntah Nomor 18 'I‘ahun 2016 tentang‘
- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk
S Indonesw. Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan. '
S Lembaran Negara Repubhk Indones,la Nomor
5;_6402 . | |

6. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80
o Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
o Hulkum Daerah sebagalmana telah dlubah_ -

- .dengan Peraturan Mentem Dalam Negen Nomor '

120 Tahun 12018 tenta_ng ~Perubahan atas

) Pératuréii. Ménteri ‘Dalam ‘Negeri NdmorﬁSO



Produk Hukum Daerah; ;' |

Tahun 2015 Tahun 2(}15 tentang Pembentukan e

. Peraturan Menteri Dalam Negeri? Nomor * 86 o
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pf?:rent_:'anaaﬁ,f'-: o
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan | |

Dae'r'a'h,r . Tata Cara Evaluasi Ra_r_l'_'c:a"_ngan o

- Peraturan Daerah  Tentang ; Rencana N

 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan =

'~ Rencana Pembangunan Jangka| Merierigah:

Daerah, ‘Serta Tata Cara Perubahén Rencana -

: ‘ . | -
Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah,

VRenc'a'na Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerjét Pemerintah Daérah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem  Informasi

~ Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasﬁ’ikam, Kodeﬁkas1, dan

Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan

S Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 17

‘Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022,

- 11.

Peraturan Daerah Kabupaten .Ka‘puas Hulu

- Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang ‘Daerah

~ Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;

. Nomor 5 Tahun 2021 tentané'- Reficana -

Péré.tqran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu . o

B Pembangunan = Jangka - Menengah Daerah

13.

_ Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 202 1-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

o Nomor_7 Tahun 2016 tentang Pembentuk_fm__dan . :



: : !
X ._Susunan Perangkat Daerah sebagas.mana telah _
dlubah beberapa ' kall, -_ terakh'mr dengan '
Peraturan Daerah . Kabupaten Kapuas Hulu'-_
| Nomor 10 ’I‘ahun 2021 tentang Perubahan_':
= } :Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupatenf':- .
Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang:["

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- MEMUTUSKAN .

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
o PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS I-IULU

'3':_;,';_3}"rAHUN 2023. . f e

BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasa} 1

: AL -'Da.lam Peraturan Bupa’a ini yang dlmaksud dengan
S _..Dae_rah_a'.dala_h Kabupatéh Kapuas Hulu. |

| 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur’

o .p'eny'élef-lg'gafa 'Pemerintah Dae'réh yang memimpin -
- pelaksanaan urusan pemenntahan yang men_]adl

L . kewenangan Pemermtah Kabupaten Kapuas Hulu

3. 'Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
:_Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

- . Pemenntahan yang men_}ad1 kewenangan Daerah

-' -;”':'4:. 'Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang-'
o selanjutnya d1sebut BAPPEDA adalah Badan

,Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

B Kapuas Hulu

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang '

- selan_}utnya disebut Rencana Kexja Pemermtah
N Daerah yang selanjumya dlsmgkat RKPD adalah-.




.‘.| . .
. dokumen perencanaan Daerah untuk penode 1
.(satu) tahun - — | _'
:' 6 Kebgakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja -
=-'Daerah yang selanjutnya dlsmgkat KUA adalah
'3'::"dokumen yang " memuat - kebljakan bldang'

a _' pendapatan belanja, dan pemblayaan serta asumSI o '

3 ;yang mendasannya untuk penode 1 (satu) tahun

7 ;PI'IOI'ltaS dan Plafon Anggaran Sementara yang'_..' '

o 'selanjutnya dlslngkat PPAS adalah program pnontas L .- .

o 'dan " patokan ~batas mak31mal anggaran yang"

d1ber1kan kepada Perangkat Daerah untuk set1ap o

e }program sebagau acuan da}am penyusunan rencana

= .kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah o

: BAB I __
KET ENTUAN UMUM

_Pa'Sal 1
. s Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan

" : :1 Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu

2 Pemermtah Daerah adalah Bupat1 sebagm unsur_‘"

penyelenggara Pemenntah Daerah yang, memlmpln} :- o

pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjad; :

' kewenangan Pemenntah Kabupaten Kapuas Hulu

o 3 Dewan Perwaklla.n Rakyat Daerah yang Selanjutnya_ |

~ " disingkat < DPRD adalah merupakan lembaga

- fﬁ.-_perwakllan rakyat daerah yang berkedudukan:; -
- 'sebagal unsur penyelenggara pemermtahan daerah
Co yang rnempunyau peran dan tanggung Jawab dala.m'."
" mewujudkan efisiensi, efek‘aﬁtas produktlwtas dan
_ ..=_j:3'3: akuntablhtas penyelenggaraan Pemermtah Daerah
| melaiui pelaksanaan hak kewajlban, tugas,: o

e :wewenang dan fungm Dewan Perwakﬁan Rakyat_"'



i'
o Daerah sesuai’ ketentuan Peratura.n Perundang— 5‘

E undangan R

';_ Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala_ |
'Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

_Pemenntahan yang menjadl kewenangan Daerah

o . Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah yang- '

- .selanjutnya d1sebut BAPPEDA adalah Badan
- Perencanaan _Pembangunan Daerah; Kabupaten

_ Kapuas Hulu. - | _ |

. Rencana Pembangunan' Tahunén Diaerah yang
selanjutnya d1sebut Rencan|a Ker]a Pemermtah-
Daerah yang seianjutnya disingkat RKPD adalah
;dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1':

[satu) tahun.

. Kebijakan Umum- Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah -
dokumen yang  memuat kebljakan bidang
pendapatan belanja dan' pemblayaan serta asumsi

- yang mendasannya untuk peri.ode 1 (satu} tahun

3. Pnontas dan Plafon Anggaran Sementara yang_
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas '

- dan  patokan batas maksimal - anggaran yang

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk seﬂap' |
program sebagm acuan dalam penyusunan rencana

'kezja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah |

| BAB'II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI |
Pasal 2 |

RKPD KabUpaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berfungs1 '

sebagal

(1) Pedoman bagl Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Ker_x,a ’I‘ahunan Perangkat Daerah.



e

Pedoman bag1 Pernenntahan Daerah ‘dalam

'._rnenyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan

L - Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal3

Dalam ~rangka  Penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan’ dan Belanja Daerah Kabupaten

- Kapuas Hulu Tahun 2023.

. _(2)

Pemerintah 'Daerah iﬁenggu.nak}an RKPD

' Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 untuk

evaluasi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
" Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 sebagai

‘bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

- 2023,

@

Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2023 dalam melakukan
evaluasn penyusunan Rencana Ker]a dan Anggaran
Perangkat Daerah dengan BAPPEDA

Pasal 4

,Perahgkat Daerah membuat laporan kinexja

triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana

Ker_;a dan Anggaran yang berisi ura.lan tentang

keluaran keglatan dan indikator kmexja masing-

' masmg program.

Laporan sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

o 3'dlsampa1kan kepada BAPPEDA Kabupaten Kapuas |

Hulu pahng lambat 14 (empat belas) hari setelah

= berakhimya triwulan yang bersé.ngkutan

i (3] Laporan Klnerja menjadi masukan dan bahan

pertlmbangan bagl anahsls dan evalua31 usulan



anggaran tahun benkutnya yang dllegukan oleh '_

Perangkat Daerah yang bersangkutan

Pasa]S S v

o Kepaia 'BAPPEDA menelaah kesesualan antara
" Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun-_ .
12023 hasil pembahasan bersama DPRD' ~dengan

Rencana Kezja Perangkat Daerah Tahun 2023. ”

BAB III |
' KETENTUAN PENUTUP |

Pasal 6

| o
- Peraturan Bupati 1111 mulai berlaku pada tanggali
d1undangkan |

|
I
!
1

'Agar setiap ' orang mengefahuinya, merzierintahkan -
pengundangan Peraturan Bupatl 1n1 dengan

| penempatannya dalam Berita Daerah WKabupaten_. B

Kapuas Hulu.

Dltetapkan di Pums.31bau -

Diundangkan di Putussibau .
Vpadatanggal 6 Jab 9037‘ |
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